
S A L I N A N 
 
 

 

 

KABUPATEN TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 120 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 40 ayat (2) dan 

Pasal 47 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 



2 
 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601)  sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tengang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerahara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pedoman umum Pembangunan dan 

Pemberdayaan Mayarakat Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1); 

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigs Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 96); 

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 

tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 

Nomor 86); 

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022 

tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 51); 

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 69); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tanah Laut. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala dan Dewan 

Perwakilan Rakya Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah 

tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. 

9. Badan Permusyawaran Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

12. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan 

sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam 

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjut disingkat 

RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 

(enam) tahun. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa 
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adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

BPD. 

 

BAB II 

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa 

 

Pasal 2 

 

(1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

dengan         kewenangan desa dan RKPDesa; 

b. prinsip penyusunan APBDesa; 

c. kebijakan penyusunan APBDesa; 

d. teknis penyusunan APBDesa; dan 

e. hal khusus lainnya. 

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan: 

a. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 

31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan; dan 

b. Dalam menetapkan APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APBDesa 

Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan pagu indikatif Desa. 

 

Pasal 4 

 

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang: 

a. pagu indikatif Desa; dan 

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk 

Desa. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima 

Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun 

berjalan. 

(3) Bupati dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menangani 

urusan Pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi pagu 

indikatif yang digunakan dalam penyusunan APBDesa Tahun 

Anggaran 2024. 

(4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu 

indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui 

Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa 
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melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa 

dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta 

untuk memastikan APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun sebelum anggaran berjalan. 

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa 

penyampaian informasi baik secara lisan dan/atau tertulis berkenaan 

dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perihal 

penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dapat berupa: 

a. konsultasi; 

b. koordinasi; dan/atau 

c. sosialisasi. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

  

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 29 Desember 2023 

PJ. BUPATI TANAH LAUT, 

 
 Ttd 

 
    SYAMSIR RAHMAN 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 29 Desember 2023 

      SEKRETARIS DAERAH  

   KABUPATEN TANAH LAUT, 

 
 Ttd 

 
         H.DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 120 


